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ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan
pemahaman mahasiswa Fakultas 1lmu Sosial Universitas Negeri Makassar tentang
peranan Ombudsman dalam pelayanan publik. Dengan fokus pada pelatihan dan
kegiatan interaktif, PKM bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang peran
Ombudsman serta cara optimal pemantauan dan pengawasan terkait pelayanan publik.
Sebelum PKM, hanya 40% mahasiswa yang memahami peran Ombudsman. Setelah
mengikuti kegiatan PKM, pemahaman mahasiswa meningkat signifikan menjadi 75%.
Hasil ini mencerminkan dampak positif dari PKM dalam meningkatkan kesadaran
mahasiswa terhadap peran Ombudsman. Mahasiswa juga mengapresiasi kegiatan ini,
menganggapnya sangat bermanfaat untuk meningkatkan peran dan pengawasan
Ombudsman dalam pelayanan publik. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya
berkontribusi pada pemahaman mahasiswa tetapi juga diajarkan untuk berpartisipasi
dalam memastikan kualitas pelayanan publik melalui peran Ombudsman.
Kata Kunci: Ombudsman, Pelayanan Publik, Optimal, Peran Aktif, Kualitas

ABSTRACT

This Student Creativity Program (PKM) aims to increase the understanding
of students of the Faculty of Social Sciences at Makassar State University about the
role of the Ombudsman in public services. With a focus on training and interactive
activities, the PKM aims to provide an in-depth understanding of the role of the
Ombudsman as well as optimal ways of monitoring and supervision related to public
services. Before the PKM, only 40% of students understood the role of the
Ombudsman. After participating in PKM activities, students' understanding increased
significantly to 75%. This result reflects the positive impact of PKM on increasing
students' awareness of the role of the Ombudsman. Students also appreciated this
activity, considering it very useful for increasing the role and supervision of the
Ombudsman in public services. Thus, this PKM not only contributed to students'
understanding but also taught them to participate in ensuring the quality of public
services through the role of the Ombudsman.
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1. PENDAHULUAN

Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efisien dan memberikan layanan yang baik dan berkualitas tinggi
adalah hasil dari layanan publik yang optimal (Siti Maryam 2017). Layanan publik yang ideal memiliki sistem
yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat melacak dan menilai kinerjanya. Menurut Dwiyanto
2021 untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat,
pemerintah juga harus mendorong masyarakat untuk ikut serta aktif pada proses pengambilan keputusan. Hal ini
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi kemungkinan korupsi dan
penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, menurut Hardiyansyah, 2018 layanan publik yang ideal juga
berperan penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan Masyarakat.

Menurut Pambudi 2022, sangat penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik pelayanan publik

oleh pemerintah, yang akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sihaloho 2022, dengan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah dapat bergerak cepat dalam memenuhi ekspektasi
masyarakat, yang menghasilkan pelayanan publik optimal, berkualitas, dan efektif.
Seseorang dapat melaporkan pelaksanaan pelayanan publik kepada Penyelenggara, Ombudsman, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
menurut Pasal 40 UU 25 Tahun 2009. Poin penting dari pasal ini adalah bahwa orang yang mengajukan pengaduan
akan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian Kusuma 2021, Ombudsman melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang

baik. Naftalin 2021, peran Ombudsman sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik karena mereka bertanggung jawab untuk menerima dan menangani pengaduan
masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang tidak adil atau tidak standar.
Layanan publik yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur pemerintah adalah masalah utama masyarakat.,
bahkan jika masyarakat tidak mengetahui prosedur yang tepat, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan
masyarakat terhadap pemerintah dan menurunkan kepercayaan mereka pada layanan publik. Selain itu, kurangnya
pengawasan dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik juga dapat menyebabkan korupsi dan
penyalahgunaan wewenang (Suandi, 2019).

Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, diputuskan bahwa melakukan kegiatan yang berfokus pada
meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya mahasiswa Angkatan 2022 fakultas llmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar tentang peran Ombudsman dalam pelayanan publik adalah langkah penting. Melalui
PKM ini, diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait tanggung jawab mereka dalam memantau
bagaimana pelayanan publik dijalankan.

2. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini terstruktur memiliki empat bagian utama, meliputi perencanaan,
pelaksanaan kegiatan, observasi, dan tindak lanjut kegiatan.

Kegiatan

Tindak Perenncanaa

Lanjut
Observasi Pelak;anaa
n Kegiatan

Gambar 1. Prosedur Kegiatan

2.1 Perencanaan

Adapun kegitan pertama adalah:

a.  Materi pelatihan menyesuaikan berdasarkan target capaian PkM
b.  Sosialiasi rencana PkKM pada mahasiswa

c. Kesepakatan jadwal dan pelatihan Bersama mitra PkM.
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2.2 Pelaksanaan Kegiatan
a. Peserta kegiatan diuji tentang pemahaman mereka tentang fungsi Ombudsman dalam Pelayanan Publik
untuk mengetahui keberhasilan program. Mereka juga diuji cara tepat dalam memantau mahasiswa
terkait pelaksanaan pelayanan publik.
b. Pemaparan materi mengenai peran Ombusman
c. Evaluasi hasil pemberian materi melalui Post test

2.3 Observasi
Selama proses pelatihan, observasi keadaan mitra terkait Ombudsman dilakukan guna menyesuaikan dalam
memahami materi pelatihan. Selain itu, observasi tambahan untuk mengawasi reaksi dan keterlibatan peserta
dalam materi pelatihan.

2.4 Tindak Lanjut

Setelah pelatihan, akan ada proses tindak lanjut dan pemantauan untuk memantau bagaimana sikap
mahasiswa berubah setelah PKM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PkM ini berfokus pada materi konsep pelayanan public, peran Masyarakat dalam pelayanan public, dan tugas dan
kewajiban ombudsman.

Gambar 2. Pelaksanaan PkM

Pelaksanakan kegitan melalui daring untuk mengatasi keterbatasan lokasi. Peserta dapat tetap terlibat dalam
kegiatan tanpa terpengaruh oleh keterbatasan ruang fisik dengan platform virtual. Metode online ini
memungkinkan partisipasi yang lebih besar dan meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang terkendala lokasi.
Untuk memastikan bahwa kegiatan itu efektif, proses perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan tindak lanjut dan
pemantauan tetap dilakukan, meskipun dilakukan secara online. Secara keseluruhan, metode online ini berfungsi
dengan baik untuk mengatasi tantangan fisik saat melakukan tugas.
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Gambar 3. Hasil pemahaman terkait Ombudsman

Pada gambar 3 hasil yang didapat menunjukkan pemahaman yang rendah terkait peran ombudsman dengan nilai
rata - rata pretes peserta 40 persen. setelah dilakukan pelatihan peserta kemudian kembali melaksakan evaluasi
terkait materi yang telah diberikan. hasil post tes menunjukkan mahasiswa dapat memahami dan mengetahui peran
ombudsman dengan memperoleh hasil rata - rata nilai 75 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi postes juga menunjukkan bahwa materi yang diberikan
dalam pelatihan efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait peran ombudsman
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Gambar 4. Tanggapan Peserta Terkait PkM

Gambar 4 didapatkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menganggap materi pelatihan
menambah wawasan mereka. Setelah pelatihan, peserta dapat memahami peran Ombudsman sebagai
penyelenggaraan pelayanan publik, serta peran masyarakat sebagai pemantau pelaksanaan pelayanan publik,
seperti yang dijelaskan pada Pasal 35 ayat 3 huruf a UU Pelayanan Publik. Selanjutnya, sebagai penerima manfaat
pelatihan, mahasiswa harus memahami peran Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini
penting agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif
kepada Ombudsman dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pemahaman yang baik

Penguatan Pemahaman Mahasiswa... 344



E-1SSN: 2986-0105
P-1SSN: 2985-8402

VOKATEK Volume 01 Nomor 03 Oktober 2023

tentang peran Ombudsman, mahasiswa juga dapat menjadi agen perubahan yang membantu memperbaiki sistem
pelayanan publik di masa depan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pelaksanaan PkM ini adalah keberhasilan mahasiswa dalam memahami dan memahami peran
Ombudsman meningkat secara signifikan. Setelah pelatihan, siswa cenderung kurang memahami peran
Ombudsman, seperti yang ditunjukkan oleh hasil kuesioner sebelumnya yang menunjukkan pemahaman rendah
40%. Namun, setelah pelatihan, pemahaman siswa meningkat menjadi 75%, menunjukkan bahwa pelatihan
berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Ombudsman. Setelah pelatihan, sebagian
besar peserta merasa materi tentang Ombudsman jelas dan materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan
Masyarakat dapat melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pelayanan public.

Saran yang diusulkan terkait pelaksaan PkM ini adalah PkM selanjutnya pelayanan publik dengan melibatkan staf
dan pihak Ombudsman sebagai narasumber langsung.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada rekan rekan penulis yang telah berpartisipasi dalam kegiatan PkM ini. Tidak lupa saya
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